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Abstract 

 

The establishment of regional autonomy is an effort to improve people's welfare. 

For example, the Regional Regulation is Regional Regulation Number 5 of 2011 

concerning Regional Taxes in Padang Lawas Regency, Regional Regulation 

Number 11 of 2010 concerning Regional Taxes in North Padang Lawas Regency. 

Among the 20 Regional Tax Regulations that were canceled in North Sumatra, 

there were 4 (four) Regional Tax Regulations in districts/cities experiencing the 

same problem. The regional regulations that were canceled were both regarding 

Regional Taxes in the same year and the nearest year. Regional taxes are 

determined by law, the implementation of which in the regions is regulated by 

Regional Regulation. In fact, many regional regulations that have been 

established by the DPRD and regional governments have been canceled by the 

central government. Why have many Regional Regulations Concerning Regional 

Taxes been canceled by the Central Government in North Sumatra? The type of 

research used is normative research with an empirical approach.  This research 

is used to obtain normative and empirical data, so that the relevance between 

normative research and empirical data is visible. Based on the description, it can 

be concluded that the number of Regional Regulations concerning Regional Taxes 

which were canceled by the Central Government in North Sumatra is inseparable 

from the fact that the Regional Regulations that have been formed are directly 

implemented by the regions without prior approval from the central government, 

so that supervision of these Regional Regulations cannot run effectively. The 

widest possible regional autonomy does not mean that regions are free to 

determine without any control from the central government.  

 

Keywords: Regional Autonomy, Tax, Regional Regulation, North Sumatra 

 

Abstrak 

 

Pembentukan otonomi daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. Misalnya Perda tersebut adalah Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Daerah di Kabupaten Padang Lawas, Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak 

Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara. Di antara 20 Perda Pajak Daerah yang 

dibatalkan di Sumut, ada 4 (empat) Perda Pajak Daerah di kabupaten/kota 

mengalami permasalahan yang sama. Perda yang dibatalkan sama-sama mengenai 

Pajak Daerah pada tahun yang sama dan tahun terdekat. Pajak daerah ditetapkan 

dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur dengan Perda. 

Kenyataannya, banyak Perda yang telah dibentuk oleh DPRD dan Pemerintah 

Daerah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Mengapa banyak Perda Tentang Pajak 
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Daerah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat di Sumut?. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan empiris.  penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data normatif dan empiris, agar tampak relevansi 

antara penelitian normatif dengan data empiris. Berdasarkan uraian disimpulkan 

banyaknya Perda Tentang Pajak Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat di 

Sumut tidak terlepas dari kenyataan bahwa Perda yang sudah dibentuk langsung 

dilaksanakan oleh daerah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat, 

sehingga pengawasan terhadap Perda tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. 

Otonomi daerah seluas-luasnya bukan berarti daerah bebas menentukan tanpa ada 

kontrol dari pemerintah pusat.  

 

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pajak, Perda, Sumatera Utara 

 

A. Pendahuluan 

Pembentukan otonomi daerah 

merupakan usaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Baik dari segi 

ekonomi, pelayanan umum, percepatan 

pembangunan maupun pemberdayaan 

masyarakat
1
. Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) bersama Pemerintah 

Daerah (pemda) yang melahirkan suatu 

Peraturan Daerah (Perda) dengan 

memperhatikan  prinsip dasar demokrasi, 

kearifan lokal, pemerataan. Dengan 

ketentuan existensi Perda tidak 

bertentangan dengan perundang-undangan 

yang lebih tinggi diatasnya. Hal ini sesuai 

dengan Undang-undang no.23 tahun 2014 

tentang pemerintahan daerah (UUPD).  

Pemerintahan Daerah (UUPD) 

menggunakan prinsip otonomi seluas-

luasnya untuk mewujudkan sistem 

pemerintahan agar menjadi lebih baik, 

                                                           
1
 Indonesia (UUPD), Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Jakarta 2 Oktober 2014, Pasal 31 

ayat (1) dan (2 

transparan, dan tanggap terhadap berbagai 

kepentingan rakyat
2
. Misalnya Perda 

tersebut adalah Perda Nomor 5 Tahun 

2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten 

Padang Lawas, Perda Nomor 11 Tahun 

2010 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten 

Padang Lawas Utara, Perda Nomor 16 

Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di 

Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Perda 

Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak 

Daerah di Kota Padang Sidempuan. 

Kenyataannya, banyak Perda yang telah 

dibentuk oleh DPRD dan Pemerintah 

Daerah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat 

cq. UUPD mengamanatkan tanggung 

jawab kepada daerah untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan sendiri dengan 

mengembangkan berbagai potensi yang 

ada.  

Agar Perda tidak menimbulkan 

masalah dan harus tetap berada dalam 

sistem dan bingkai NKRI sebagaimana 

                                                           
2
 Komisi Hukum Nasional Republik 

Indonesia, Kebijakan Reformasi Hukum (Suatu 

Rekomendasi), (Jakarta: KHN RI, 2003), hlm. 1-2 
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dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD RI Tahun 1945), maka dalam proses 

pembentukannya harus didasarkan pada 

tujuan otonomi daerah untuk efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

pelayanan umum, memperbaiki tata kelola 

pemerintahan, meningkatkan daya saing 

nasional dan daerah, dengan tetap 

memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, 

dan budaya daerah (kearifan lokal)
3
.  

Di antara Perda yang dibatalkan 

adalah Perda Pajak Daerah, Retribusi dan 

Pungutan Lain. Pada saat terbentuknya 

Perda, fungsi legislasi Pemerintah Daerah 

dapat dikontrol oleh DPRD, sebaliknya 

fungsi legislasi DPRD dapat dikontrol oleh 

Pemerintah Daerah
4
, termasuk kontrol 

eksternal dari rakyat sebagai konstituen 

riil. Perda yang dibatalkan sama-sama 

mengenai Pajak Daerah pada tahun yang 

sama dan tahun terdekat. Hakikat dari 

perwakilan adalah mempercayai 

sepenuhnya pengambilan keputusan oleh 

wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat 

untuk rakyat.  

                                                           
3
 Indonesia (UUPD) Pasal 1 angka 2 jo. 

Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 57 
4
 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & 

Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi 

Press, 2006), hlm. 314. 

Di antara 20 Perda Pajak Daerah 

yang dibatalkan di Sumut, ada 4 (empat) 

Perda Pajak Daerah di kabupaten/kota 

mengalami permasalahan yang sama
5
. 

Permasalahan saat pembentukan Perda 16 

Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di 

Kabupaten Tapanuli Selatan, juga terjadi 

pada pembentukan Perda Nomor 5 Tahun 

2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten 

Padang Lawas, Perda Nomor 11 Tahun 

2010 Tentang Pajak Retribusi di 

Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Perda 

Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak 

Daerah di Kota Padang Sidempuan. Pajak 

daerah ditetapkan dengan undang-undang 

yang pelaksanaannya di daerah diatur 

dengan Perda. Menariknya lagi, Perda 

Pajak Daerah yang dibatalkan berada pada 

tahun yang sama atau sekitarnya.  

Fungsi utama DPRD ini harus 

bersinergi dan paling tidak harus mampu 

mengimbangi Pemerintah Daerah
6
. Perda 

Pajak Daerah paling tinggi sebagai sumber 

                                                           
5
https://news.okezone.com/read/2010/01/1

4/340/293871/106-perda-di-sumut-dibatalkan, 

diakses tanggal 19 Juli 2019, Berita, Muhammad 

Syahyan, “106 Perda di Sumut Dibatalkan”, 

Dipublikasikan di Website news.okezone.com, 

Tanggal 14 Januari 2010. 
6
 Nanda Pratama Sukoco, “Peran Badan 

Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah 

Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Jawa Timur”, Jejaring Administrasi Publik, Th II, 

No.8, Juli-Deseember 2012, hlm. 92. 
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PAD
7
, tapi justru paling banyak 

dibatalkan. Produk Perda yang dihasilkan 

sangat minim dibandingkan dengan Perda 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Daerah
8
. Kontruksi kelembagaan daerah 

harus mencerminkan mekanisme check 

and balances antara eksekutif, DPRD, dan 

masyarakat
9
. Banyak Perda di wilayah 

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang 

dibatalkan dan bermasalah
10

. Kemendagri 

membatalkan 133 Perda di berbagai 

kabupaten/kota di Sumut yang merupakan 

bagian dari 3.134 Perda yang dibatalkan 

secara keseluruhan yang dianggap 

menghambat iklim investasi di Indonesia. 

Banyaknya pembatalan Perda 

Pajak Daerah dan minimalnya kualitas 

produk Perda yang dihasilkan ini 

                                                           
7
 Indonesia (UUPDRD), Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Jakarta, Tanggal 15 September 2009, Pasal 1 

angka 10. 
8
 Hendra N Urtjahjo, “Lembaga, Badan, 

dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary 

Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata 

Negara”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun 

ke-35, No.3 Juli-September 2005, hlm. 277. 
9
 Marianus Watungadha, Pelaksanaan 

Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di 

Kabupaten Ngada Pada Tahun 2009-2014, 

(Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya, 

2015), hlm. 4. 
10

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/perk

embangan-harmonisasi-rpp-tahun-2011/50-kajian-

dan-inventarisasi-perda/205-peraturan-daerah-

sumatera-utara-yang-dibatalkandirevisi.html, 

diakses tanggal 20 Juli 2019, Artikel, “Peraturan 

Daerah Sumatera Utara Yang Dibatalkan/Direvisi”, 

Dipublikasikan di Website 

ditjenpp.kemenkumham.go.id. 

memotivasi peneliti untuk melakukan 

kajian kritis dan mendalam tentang 

“Penguatan Otonomi Daerah dengan 

Rekontruksi Pembentukan Perda Tentang 

Pajak Daerah Di Provinsi Sumatera 

Utara”. Alasan utama yang perlu diingat 

ini adalah karena pembatalan Perda, 

pelaksanaan fungsi legislasi DPRD yang 

belum menunjukkan kualitas 

konstitusional maupun hirarki dalam 

merancang Perda Pajak Daerah, dan 

produk Perda yang belum berpihak pada 

usaha rakyat di daerah secara luas, 

sehingga memandang perlunya pengkajian 

untuk merekontruksi pembentukan Perda 

Pajak Daerah di Sumut. 

Dalam pembentukan Peraturan 

Daerah (Perda), kontribusi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 

Pemerintah Daerah (Pemda) tentu sangat 

diharapkan dalam mencapai tujuan 

tersebut. Maka dari itu Isu sentral 

permasalahan yang menjadi fokus 

pembahasan di dalam penelitian ini adalah 

Mengapa banyak Peraturan daerah 

Tentang Pajak Daerah yang dibatalkan 

oleh Pemerintah Pusat di Sumatera utara? 
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B. Metodologi 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian normatif dengan 

pendekatan empiris
11

. Metode penelitian 

hukum berarti suatu cara kerja atau upaya 

ilmiah untuk mengetahui, memahami, 

menganalisis, dan memecahkan suatu 

permasalahan hukum berdasarkan metode 

tertentu untuk mendapatkan kebenaran, 

serta memberikan solusi ke depan atas 

permasalahan yang ditemukan. Jenis 

penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data normatif dan empiris
12

, 

agar tampak relevansi antara penelitian 

normatif dengan data empiris. Pilihan ini 

dilakukan sehubungan dengan data yang 

diperlukan adalah data normatif dan 

empiris. Pendekatan empiris dilakukan 

melalui observasi dan wawancara 

mendalam terhadap anggota DPRD dan 

Pemerintah Daerah. 

Pengumpulan data dilakukan 

melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan 

dan studi lapangan. Studi kepustakaan 

bertujuan untuk memperoleh konsep-

konsep, teori, pendapat (doktrin para ahli) 

atau penelitian yang berhubungan erat 

                                                           
11

 Soerjono Soekanto, Ringkasan 

Metodologi Penelitian Hukum Empiris, (Jakarta: 

Indonesia Hillco, 1990), hlm 106. 
12

 Mukti Fajar N.D. & Yulianto Achmad, 

Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 19. 

dengan pokok permasalahan. Analisis data 

dalam penelitian hukum pada umumnya 

menggunakan analisis kualitatif, bukan 

kuantitatif. Sedangkan data empiris yang 

dijelaskan adalah Perda Pajak Daerah yang 

dibatalkan di tempat lokasi yang telah 

dipilih. Teori yang digunakan untuk 

melakukan analisis kualitatif adalah teori 

otonomi daerah, teori legislasi, dan teori 

kedudukan DPRD dalam pembentukan 

Perda.  

 

C. Hasil Penelitian 

1. Pembentukan Perda Pajak 

Daerah Yang Dibatalkan 

Pembentukan Perda di Provinsi 

Sumatera Utara (Sumut) khususnya 

Perda Pajak Daerah harus berpedoman 

pada ketentuan dan tata cara yang telah 

ditentukan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah
13

. Kedudukan dan 

fungsi yang seimbang antara DPRD 

                                                           
13

 Indonesia (PP Pedoman Peraturan dan 

Tatib DPRD), Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 

Tanggal 28 Januari 2010, Pasal 81-88 (Bab IX). 
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dan pemerintah daerah juga 

dimaksudkan agar hubungan DPRD 

dengan pemerintah daerah dapat 

berjalan serasi dan tidak saling 

mendominasi satu sama lain. Dalam 

rangka otonomi daerah provinsi di 

Sumut, kabupaten maupun kota dan 

guna untuk meningkatkan kualitas, 

produktivitas, dan kinerja DPRD 

dalam mewujudkan keadilan dan 

kesejahteraan rakyat, serta 

mewujudkan peran DPRD dalam 

mengembangkan check and balances 

antara DPRD dan pemerintah daerah, 

serta untuk melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Pajak daerah merupakan salah 

satu sumber pendapatan daerah guna 

membiayai pelaksanaan urusan 

pemerintah daerah. Dalam UUPDRD 

telah ditetapkan jenis-jenis pajak daerah 

yang dapat dipungut oleh daerah 

provinsi dan kabupaten/kota, dengan 

ketentuan tarif maksimum sebagai 

berikut: Penyusunan Perda PDRD 

diawali dengan penyusunan dan 

pembahasan Ranperda oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD. UU RI Nomor 28 

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (UUPDRD) 

menentukan pajak daerah merupakan 

kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan ketidakseimbangan secara 

langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Mengenai jenis-

jenis pajak daerah yang boleh diatur 

melalui Perda dan ditetapkan oleh 

pemerintah daerah terbagi dalam dua 

jenis menurut struktur wilayah/daerah. 

Dalam Pasal 2 s/d Pasal 98 UUPDRD 

ditentukan: 

a. Jenis pajak daerah di wilayah 

provinsi terdiri atas: 

1. Pajak kendaraan bermotor; 

2. Bea balik nama kendaraan 

bermotor; 

3. Pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor; 

4. Pajak air permukaan; dan 

5. Pajak rokok.  

b. Jenis daerah pajak di tingkat 

kabupaten/kota terdiri atas: 

1. Hotel pajak; 

2. Pajak restoran; 

3. Pajak hiburan; 

4. Pajak reklame; 

5. Pajak penerangan jalan; 

6. Pajak mineral bukan logam dan 

batuan; 

7. Pajak parkir; 

8. Pajak air tanah; 

9. Pajak sarang burung walet; 

10. Pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan; dan 
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11. Bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan. 

Penyusunan Perda PDRD 

diawali dengan penyusunan dan 

pembahasan Ranperda oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD. Dalam penyusunan 

Ranperda PDRD harus memperhatikan 

manfaat, efisiensi, dan keadilan, serta 

memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dalam UUPDRD 

telah ditetapkan jenis-jenis pajak daerah 

yang dapat dipungut oleh daerah 

provinsi dan kabupaten/kota, dengan 

ketentuan tarif maksimum. UUPDRD 

bersifat close list yaitu tidak 

memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk menciptakan 

Pajak Daerah jenis baru bagi provinsi 

maupun kabupaten/kota. Dalam arti 

lain, daerah provinsi maupun 

kabupaten/kota hanya dapat membuat 

Pajak Daerah sebagaimana telah 

ditentukan dalam UUPDRD. 

Pemerintahan daerah dilarang 

memungut pajak selain jenis-jenis pajak 

tersebut di atas. Jenis-jenis pajak 

tersebut tidak boleh dipungut jika 

potensinya kurang memadai dan/atau 

disesuaikan dengan kebijakan daerah 

yang ditetapkan dengan Perda. Khusus 

untuk daerah yang setingkat dengan 

provinsi, tetapi tidak terbagi dalam 

daerah kabupaten/kota otonom, seperti 

DKI Jakarta, jenis pajak daerah yang 

dapat dipungut merupakan gabungan 

dari pajak daerah provinsi dan pajak 

daerah kabupaten/kota. 

DPRD dan pemerintah daerah 

dalam pembentukan Perda berpedoman 

pada hirarki regulasi dalam kontek 

NKRI. Raperda dapat berasal dari 

DPRD atau kepala daerah. Kapasitas 

DPRD provinsi di Sumut, kabupaten 

maupun kota sebagai penyelenggara 

pemerintahan daerah mempunyai 

kedudukan yang sama dengan 

pemerintah daerah dalam membangun 

dan mengusahakan dukungan dalam 

penetapan kebijakan pemerintahan 

daerah, yang dapat menampung dan 

menyalurkan aspirasi rakyat sehingga 

segala kebijakan dan Perda yang 

dihasilkan dapat diterima oleh 

masyarakat luas.  

Pada prinsipnya semua naskah 

Raperda harus disertai naskah 

akademik, tetapi beberapa Raperda 

seperti Raperda tentang APBD, 

Raperda yang hanya terbatas 

mengubah beberapa materi yang sudah 

memiliki naskah akademik 

sebelumnya, dapat disertai atau tidak 
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disertai naskah akademik. 

Pembentukan Perda di Provinsi 

Sumatera Utara (Sumut) khususnya 

Perda Pajak Daerah harus berpedoman 

pada ketentuan dan tata cara yang telah 

ditentukan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. Dalam praktiknya 

harus dilaksanakan melalui 

penyeimbangan antara mengelola 

dinamika politik di satu pihak dan 

tetap menjaga stabilitas pemerintahan 

daerah di pihak lain, sehingga 

pengelolaan pemerintahan daerah 

dapat memberi manfaat secara 

signifikan bagi peningkatan 

kesejahteraan rakyat di daerah. 

Penarikan kembali Raperda oleh 

DPRD, dilakukan dengan keputusan 

pimpinan DPRD dengan disertai alasan 

penarikannya. Baik Raperda yang 

berasal dari DPRD maupun Raperda 

yang berasal dari Kepala Daerah (KD) 

harus disertai dengan penjelasan atau 

keterangan dan/atau naskah akademik.  

Raperda yang berasal dari 

DPRD dapat diajukan oleh anggota 

DPRD, komisi, gabungan komisi, atau 

Badan Legislasi Daerah (Balegda). 

Raperda yang berasal dari DPRD 

maupun Raperda yang berasal dari KD 

tersebut dapat diterbitkan harus 

berdasarkan yang telah terdaftar di 

dalam Program Legislasi Daerah 

(Prolegda), tetapi dalam keadaan 

tertentu, DPRD atau KD juga dapat 

mengajukan Raperda di luar daripada 

Prolegda. Selanjutnya pimpinan DPRD 

menyampaikan hasil pengkajian 

Balegda tersebut kepada rapat 

paripurna DPRD. Kemudian melalui 

pimpinan DPRD disampaikan kepada 

Balegda untuk dilakukan pengkajian. 

Penarikan kembali Raperda oleh 

DPRD, dilakukan dengan keputusan 

pimpinan DPRD dengan disertai alasan 

penarikannya. Hal ini dimaksudkan 

untuk mengakomodir hal-hal yang 

belum terdaftar di dalam Prolegda 

disesuaikan dengan keadaan dan 

kebutuhan yang mendesak. Raperda 

yang berasal dari DPRD atau KD 

dibahas bersama oleh DPRD dan KD 

untuk mendapatkan persetujuan 

bersama-sama diketahui bahwa usul 

Raperda dapat berasal dari DPRD atau 

KD. 

Penarikan kembali Raperda 

oleh DPRD, dilakukan dengan 

keputusan pimpinan DPRD dengan 

disertai alasan penarikannya. 

Selanjutnya kegiatan yang dilakukan 

dalam pembicaraan tingkat II meliputi 

pengambilan keputusan dalam rapat 

paripurna yang didahului dengan: (1) 
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pengungkapan laporan pimpinan 

komisi/pimpinan gabungan 

komisi/pimpinan panitia khusus yang 

berisi proses pembahasan, pendapat 

fraksi-fraksi dan hasil pembicaraan 

tingkat I; dan (2) persetujuan dari 

anggota secara lisan oleh pimpinan 

rapat paripurna. Pembahasan dalam 

rapat komisi, gabungan komisi, atau 

panitia khusus harus dilakukan 

bersama dengan KD atau pejabat yang 

ditunjuk untuk mewakilinya. 

Sementara pengungkapan kembali 

Raperda oleh KD, disampaikan dengan 

surat KD dan juga disertai alasan 

penarikan. Suatu Raperda dapat ditarik 

kembali sebelum dibahas bersama oleh 

DPRD dan KD. Jika Raperda tersebut 

tidak mendapat persetujuan bersama 

antara DPRD dan KD, maka Raperda 

tersebut tidak boleh diajukan lagi 

dalam konferensi DPRD masa itu.  

Kontribusi masing-masing 

daerah kabupaten/kota di Sumut 

menunjukkan Pajak Daerah paling 

besar sebagai sumber PAD. Akan 

tetapi berdasarkan data pembatalan 

Perda oleh Pemerintah Pusat / 

Kemendagri, Perda Pajak Daerah 

paling banyak dibatalkan. Raperda 

yang telah disetujui bersama oleh 

DPRD dan KD disampaikan oleh 

pimpinan DPRD kepada KD untuk 

ditetapkan menjadi Perda. 

Rincian Perda yang dicabut 

yakni Provinsi Sumut 6 Perda, 

Kabupaten Asahan 5 Perda, Batubara 6 

Perda, Dairi 3 Perda, Deli Serdang 7 

Perda, Humbahas 3 Perda, Karo 6 

Perda, Labuhan Batu 7 Perda, Labuhan 

Batu Utara 4 Perda, Langkat 5 Perda, 

Madina 1 Perda, Nias 3 Perda, Nias 

Barat 2 Perda, Nias Selatan 2 Perda, 

Nias Utara 6 Perda, dan Padang Lawas 

1 Perda. Kemudian Padang Lawas 

Utara 1 Perda, Pakpak Bharat 7 Perda, 

Samosir 1 Perda, Serdang Bedagai 8 

Perda, Simalungun 3 Perda, Tapanuli 

Selatan 2 Perda, Tapanuli Tengah 3 

Perda, Tapanuli Utara 1 Perda, Toba 

Samosir 7 Perda, dan Binjai 7 Perda, 

Gunung Sitoli 1 Perda, Kota Medan 1 

Perda, Padangsidimpuan 4 Perda, 

Pematangsiantar 1 Perda, Sibolga 4 

perda, Tanjung Balai 2 Perda, dan 

Tebing Tinggi 4 Perda
14

.  

                                                           
14

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/perk

embangan-harmonisasi-rpp-tahun-2011/50-kajian-

dan-inventarisasi-perda/205-peraturan-daerah-

sumatera-utara-yang-dibatalkandirevisi.html, 

diakses tanggal 20 Juli 2022, Artikel dengan judul: 

“Peraturan Daerah Sumatera Utara Yang 

Dibatalkan/Direvisi”, Dipublikasikan di Website 

ditjenpp.kemenkumham.go.id 
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Perda di bidang telekomunikasi 

1 (satu) Perda, Perda BUMD 1 (satu), 

di bidang pengelolaan udara 1 (satu) 

Perda, dan di bidang pengelolaan panas 

bumi 1 (satu) Perda. Kemudian Padang 

Lawas Utara 1 Perda, Pakpak Bharat 7 

Perda, Samosir 1 Perda, Serdang 

Bedagai 8 Perda, Simalungun 3 Perda, 

Tapanuli Selatan 2 Perda, Tapanuli 

Tengah 3 Perda, Tapanuli Utara 1 

Perda, Toba Samosir 7 Perda, dan 

Binjai 7 Perda, Gunung Sitoli 1 Perda, 

Kota Medan 1 Perda, 

Padangsidimpuan 4 Perda, 

Pematangsiantar 1 Perda, Sibolga 4 

perda, Tanjung Balai 2 Perda, dan 

Tebing Tinggi 4 Perda. Rincian Perda 

yang dicabut yakni Provinsi Sumut 6 

Perda, Kabupaten Asahan 5 Perda, 

Batubara 6 Perda, Dairi 3 Perda, Deli 

Serdang 7 Perda, Humbahas 3 Perda, 

Karo 6 Perda, Labuhan Batu 7 Perda, 

Labuhan Batu Utara 4 Perda, Langkat 

5 Perda , Madina 1 Perda, Nias 3 

Perda, Nias Barat 2 Perda, Nias Selatan 

2 Perda, Nias Utara 6 Perda, dan 

Padang Lawas 1 Perda.  

Sebanyak 6 Perda Provinsi 

Sumut yang telah dicabut dan 

dibatalkan oleh Kemendagri, yaitu: 

Perda Provinsi Sumut No.5 Tahun 

2013 Tentang Pedoman Pembentukan 

Badan Usaha Milik Daerah Provinsi 

Sumatera Utara. Perda Provinsi Sumut 

No.6/2013 Tentang Retribusi Daerah. 

Perda Provinsi Sumut No.15/2009 

Tentang Pembangunan dan Penetapan 

Menara Telekomunikasi Bersama. 

Perda Provinsi Sumut No.4/2013 

Tentang Pengelolaan Air Tanah. Perda 

Provinsi Sumut No.3/2013 Tentang 

Pengelolaan Panas Bumi. 

 

2. Perda Pajak Daerah Di Sumut 

dan Alasan Pembatalannya  

Berdasarkan gambaran Perda 

yang dibatalkan secara keseluruhan di 

Provinsi Sumatera Utara termasuk di 

kabupaten dan kota, yang menjadi 

perhatian adalah Perda tentang Pajak 

Daerah. Alasan umum Pembatalan 

Perda Pajak Daerah di Sumut 

disebabkan karena bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi, tidak sesuai 

dengan kepentingan masyarakat, 

memberatkan pelaku usaha, 

menghambat iklim investasi, atau lebih 

mengutamakan PAD daripada 

pemberdayaan rakyat, kearifan lokal, 

dan mengabaikan regulasi yang lebih 

tinggi.  

Masing-masing daerah 

kabupaten/kota di Sumut menunjukkan 

bahwa Pajak Daerah paling besar 

sebagai sumber PAD. Namun 

berdasarkan data pembatalan Perda oleh 

Pemerintah Pusat / Kemendagri, Perda 

Pajak Daerah paling banyak dibatalkan. 
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Dari 133 Perda yang dibatalkan di 

Sumut, ada 20 (dua puluh) Perda Pajak 

Daerah dari masing-masing 

kabupaten/kota dibatalkan.  

Perda Pajak Daerah yang 

dibatalkan ini berada pada tahun yang 

sama atau berdekatan. Selanjutnya jika 

diperhatikan alasan-alasan pembatalan 

Perda Pajak daerah tersebut, pada 

umumnya bertentangan dengan Putusan 

MK No 52/PUU-IX/2011 dan Lampiran 

II angka 210 UU Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (UUPUU). 

Pembatalan Perda Pajak Daerah ini juga 

tidak terlepas dari berbagai faktor yang 

terjadi pada saat pembentukannya. Di 

sisi lain, bertepatan dengan uji materi 

terhadap Pasal 42 ayat (2) huruf g 

UUPDRD yang disampaikan oleh 

Pemohon pada tanggal 25 Juli 2011 dan 

pemisahan MK dalam Putusan 

No.52/PUU-IX/2011 tanggal 18 Juli 

2012. Sehingga Perda Pajak Daerah 

yang dibatalkan tersebut bertentangan 

dengan Putusan MK No.52/PUU-

IX/2011 dan Lampiran II angka 210 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (UUPUU). Pasal 

42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (UUPDRD).  

 Berikut faktor-faktor penyebab 

pembatalan Perda oleh Pemerintah 

Pusat di wilayah Provinsi Sumut.   

a. Perlakuan tidak adil, diskriminatif, 

dan bertentangan dengan ketentuan 

perundang-undangan yang lebih 

tinggi 

Perlakuan tidak adil, 

diskriminatif, dan bertentangan 

dengan ketentuan peraturan-

undangan yang lebih tinggi ini 

dapat dilihat dari pertimbangan dan 

alasan-alasan dalam Putusan MK 

No.52/PUU-IX/2011. Berlakunya 

Pasal 42 ayat (2) huruf g 

UUPDRD, telah menghilangkan 

jaminan kepastian persamaan 

kedudukan di hadapan hukum dan 

menimbulkan perlakuan 

diskriminatif sebagaimana 

dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) 

dan 28I ayat (2) UUD 1945 

b. Pembentukan Perda lebih 

berorientasi pada peningkatan PAD 

Kontribusi pajak terhadap 

keuangan negara cukup signifikan 

sebagai pemasukan terhadap 

APBN. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa kontribusi Pajak Daerah 
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juga sebagai sumber tertinggi 

terhadap APBD. Dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dalam konteks otonomi 

seluas-luasnya, maka pemerintah 

daerah cenderung mengedepankan 

sumber pajak daerah sebagai hal 

yang diprioritaskan karena lebih 

mudah dan tidak berisiko besar 

ketika menetapkan sesuatu yang 

dikenakan pajak. Ini lebih mudah 

jika dibandingkan dengan misalnya 

membangun perusahaan daerah. 

Berdasarkan kenyataan tersebut 

maka pemerintah daerah terkesan 

tidak berani melakukan terobosan-

terobosan baru untuk mencari 

sumber PAD selain pajak. 

Akhirnya, semua kegiatan 

masyarakat dibuat Perda Pajak 

Daerahnya padahal sebelumnya 

belum dikenakan pajak.  

Demikian pula dengan 

retribusi daerah, misalnya 

pengelolaan perparkiran yang tidak 

tepat nilai dan guna karena 

memungut retribusi parkir di 

tempat-tempat sekolah, rumah 

ibadah, rumah sakit, dan lain-lain 

yang tentu saja memberatkan 

masyarakat. Berikut ini 

digambarkan kontribusi sumber 

PAD dari berbagai sektor, antara 

lain sektor pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan (misalnya 

perusahaan daerah), dan 

pendapatan lain-lain yang sah. 

Pendapatan Pemerintah 

Provinsi Sumut berasal dari tiga 

sumber yaitu dari PAD sebesar 

Rp.5.638.960.579.478, pendapatan 

transfer dari pemerintah pusat 

sebesar Rp.7.055.134.429.266, dan 

PAD lain yang sah sebesar 

Rp.8.963.579.146. sumber PAD 

tersebut meliputi pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan PAD lain yang sah. oleh 

karena itu fokus pembangunan 

daerah lebih banyak 

menitikberatkan pada sumber dana 

pembangunan yang berasal dari 

Pajak Daerah. Sementara 

kontribusi Pajak Daerah di 

Kabupaten Tapanuli Selatan, 

Kabupaten Padang Lawas Utara, 

dan Kabupaten Padang Lawas, 

tetap lebih tinggi daripada retribusi 

daerah. Kontribusi dari Pajak 

Daerah di Kota medan paling 

tertinggi yaitu Rp.1.316.127.547, 

disusul Kabupaten Deli Serdang 

sebesar Rp.487.186.468, disusul 

Kabupaten Labuhanbatu sebesar 

Rp.62.700.000 dan Kabupaten 
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Simalungun sebesar 

Rp.50.525.000.  

Pada umumnya Pajak 

Daerah memberikan kontribusi 

paling tinggi sebagai sumber PAD 

di Provinsi Sumut, kabupaten dan 

kota. Jika ditotal secara 

keseluruhan sumber dari kontribusi 

Pajak Daerah tetap paling tertinggi 

yaitu Rp.2.407.715.357, sedangkan 

Retribusi Daerah sebesar 

Rp.694.959.360, dari hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan sebesar 

Rp.225.795.478, dan sumber lain-

lain PAD yang sah sebesar 

Rp.1.213.169.669. Dalam 

mencapai tujuan peningkatan PAD 

tersebut, pemerintah daerah selalu 

berusaha mencari sumber 

pendapatan dari pajak-pajak yang 

ada di daerahnya. Hal ini tentunya 

dapat didukung dalam rangka 

pembangunan di daerah, namun 

perlu diperhatikan bahwa orientasi 

itu bukan semata-mata untuk 

mencari keuntungan, tetapi perlu 

dan penting memperhatikan 

kearifan lokal dan regulasi yang 

lebih tinggi agar tidak saling 

memisahkan secara horizontal 

maupun vertikal. 

c. Rendahnya kualitas dan hubungan 

DPRD dan Pemerintah Daerah 

Raperda yang disiapkan 

oleh DPRD selanjutnya 

disampaikan kepada pimpinan 

DPRD, dan oleh pimpinan DPRD 

disampaikan kepada Bapemperda 

untuk diharmonisasikan, 

pembulatan, dan pemantapan 

konsepsi Raperda. Produk Perda 

yang dihasilkan seolah-olah copy 

paste dari Perda yang sudah ada 

sebelumnya. Banyaknya produk 

Perda yang dibatalkan 

menunjukkan rendahnya kualitas 

legislator (DPRD dan Pemerintah 

Daerah) pada saat pembentukan 

Perda. Disusul dengan DPRD dan 

Pemerintah Daerah di kabupaten 

dan kota yang selanjutnya diatur 

dalam Perda Pajak Daerah juga 

menunjukkan kualitas DPRD dan 

Pemerintah Daerah masih rendah.  

Hal ini tidak terlepas dari 

rendahnya partisipasi anggota 

DPRD dan kualitas fungsi legislasi. 

Banyak Perda di wilayah Provinsi 

Sumatera Utara (Sumut) yang 

dibatalkan dan bermasalah. 
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Kenyataan ini menunjukkan 

kontribusi legislator pada saat 

pembentukan Perda yang 

dibatalkan tersebut sangat rendah 

dan tidak berkualitas. Raperda 

disertai naskah akademik yang 

disusun oleh pemerintah daerah 

tersebut disampaikan oleh Kepala 

Daerah kepada pimpinan DPRD 

untuk dibahas bersama, yaitu 

naskah rancangan yang telah 

melalui proses sesuai prosedur di 

tingkat pemerintah daerah. 

Sedangkan Raperda yang berasal 

dari DPRD dapat diajukan oleh 

anggota DPRD, komisi, gabungan 

komisi, atau Bapemperda. 

 

3. Kebijakan Terhadap Perda 

Pajak Daerah Yang Dibatalkan 

Menteri Dalam Negeri dan 

gubernur dalam melakukan 

evaluasi berkoordinasi dengan 

Menteri Keuangan. Jika hasil 

evaluasi berupa persetujuan, maka 

terhadap Raperda tersebut dapat 

langsung ditetapkan. Hasil evaluasi 

yang telah dikoordinasikan dengan 

Menteri Keuangan tersebut dapat 

berupa persetujuan. Jika hasil 

evaluasi berupa penolakan, maka 

harus disampaikan dengan disertai 

alasan penolakan. Hasil evaluasi 

disampaikan oleh Menteri Dalam 

Negeri kepada gubernur untuk 

Raperda provinsi dan oleh 

gubernur kepada bupati/walikota 

untuk Raperda kabupaten/kota 

dalam jangka waktu paling lama 

lima belas hari kerja sejak 

diterimanya Raperda.  

Demikian pula Gubernur 

berwenang melakukan evaluasi 

terhadap Raperda untuk menguji 

kesesuaiannya dengan UUPDRD, 

kepentingan umum dan/atau 

peraturan perundang-undangan lain 

yang lebih tinggi. Jika hasil 

evaluasi berupa penolakan, maka 

tindak lanjut terhadap Raperda 

provinsi masih dapat diperbaiki 

oleh gubernur bersama DPRD yang 

bersangkutan untuk kemudian 

disampaikan kembali kepada 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan untuk Raperda provinsi. 

Kewenangan Menteri Dalam 

Negeri adalah melakukan evaluasi 

terhadap Raperda untuk memenuhi 

kesesuaiannya dengan ketentuan 

undang-undang, UUPDRD, 

dan/atau peraturan-undangan lain 

yang lebih tinggi.  

Raperda provinsi tentang 

pajak daerah yang telah disetujui 

bersama oleh gubernur dan DPRD 

provinsi sebelum ditetapkan harus 

disampaikan kepada Menteri 
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Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan selama tiga hari kerja 

dihitung sejak tanggal persetujuan. 

Pengujian terhadap Perda tidak 

dilakukan oleh MA. Sedangkan 

Raperda kabupaten/kota tentang 

pajak daerah yang telah disetujui 

bersama oleh bupati/walikota dan 

DPRD kabupaten/kota sebelum 

ditetapkan harus disampaikan 

kepada gubernur dan Menteri 

Keuangan selama tiga hari kerja 

dihitung sejak tanggal persetujuan. 

Setelah diperbaiki diperbolehkan 

untuk mengajukan kembali ke 

Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. 

Jika Pemerintah tidak 

mengeluarkan Peraturan Presiden 

untuk membatalkan Perda Pajak 

Daerah, maka Perda Pajak Daerah 

tersebut tetap dinyatakan berlaku. 

Namun apabila daerah masih 

berkeberatan terhadap hasil 

keputusan pembatalan Perda oleh 

Pemerintah Pusat tersebut, maka 

daerah dapat mengajukan 

persetujuan terhadap MA. 

 

 

 

4. Pelibatan  Masyarakat Dalam 

Proses Pembentukan Perda 

Pajak Daerah 

 

Sebagai pemilik kedaulatan, 

masyarakat memiliki hak untuk 

melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Seperti ini membuat rakyat menjadi 

bosan terhadap keadaan para 

wakilnya yang tidak amanah 

tersebut. Pelaksanaan fungsi DPRD 

diharapkan dapat mendorong pihak 

Pemerintah Daerah agar dalam 

pembentukan Perda khususnya 

Perda Pajak Daerah lebih 

mengutamakan nilai-nilai 

masyarakat Indonesia. Fakta yang 

ada menunjukkan bahwa 

penyaluran pengawasan 

masyarakat sampai saat ini belum 

terlaksana secara optimal. 

Partisipasi masyarakat adalah 

keikutsertaan masyarakat atau 

publik dalam proses 

pengidentifikasian masalah dan 

potensi yang ada di dalam 

masyarakat, pemilihan dan 

pengambilan keputusan dan solusi 

alternatif untuk menangani 

masalah, pelaksanaan upaya 

mengatasi masalah, dan 

keterlibatan masyarakat dalam 
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proses meminta suatu perubahan 

yang terjadi.  

Dengan sifat partisipatif 

masyarakat itu, maka suatu 

perencanaan sampai pada proses 

pembahasan yang melibatkan 

masyarakat seacara langsung 

ataupun tidak langsung dalam 

mencapai tujuan bersama. 

Optimalisasi partisipasi publik 

terhadap kebijakan-kebijakan 

pemerintah terkait dengan 

pelaksanaan asas demokrasi. Setiap 

warga negara atau masyarakat di 

dalam negara demokrasi 

mempunyai hak dalam 

pengambilan keputusan, baik 

secara langsung maupun tidak 

langsung atau melalui legitimasi 

intermediasi suatu lembaga yang 

mewakili kepentingannya, dan ini 

merupakan suatu bentuk kebebasan 

berbicara dan berpendapat secara 

konstruktif. Sehubungan dengan itu 

harus dilakukan optimalisasi 

saluran pengawasan masyarakat 

melalui wakilnya di DPRD 

maupun melalui berbagai media, 

teknologi dan informasi, seperti 

media cetak dan elektronik, 

internet, pos, pesan singkat, LSM, 

dan lain sebagainya.  

Para wakil rakyat lebih 

sibuk dengan menyelamatkan 

kepentingan kesejahteraan partai 

politiknya, sehingga yang tadinya 

kepentingan rakyat harus 

diperjuangkan, berubah menjadi 

diam. Inilah bentuk pemerintahan 

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat. Pelaksanaan fungsi DPRD 

juga diharapkan dapat mendorong 

pihak Pemerintah Daerah terhadap 

Perda yang sudah ada dapat 

diimplementasikan secara 

konsisten dan berkelanjutan agar 

terciptanya ketertiban hukum dan 

kepastian hukum, sehingga dapat 

memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi rakyat. Meskipun 

tujuan pembentukan Perda yang 

berorientasi pada komersialisasi 

dan globalisasi untuk kepentingan 

publik, namun nilai-nilai budaya 

dan kearifan lokal tidak dapat 

dihilangkan sepanjang masyarakat 

hukum tetap mempertahankan 

nilai-nilai tersebut. 

Sehingga karakter 

keindonesiaan sebagaimana yang 

termaktub di dalam Pancasila 

benar-benar diimplementasikan 

dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Kekuasaan peraturan-undangan 

juga harus dibatasi. Kedaulatan 

rakyat ditempatkan sebagai 

kekuasaan tertinggi ada pada 
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rakyat. Pelibatan masyarakat 

merupakan bentuk partisipasi 

politik dalam pengambilan 

keputusan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah melalui 

pembentukan Perda Pajak Daerah. 

Sehingga dalam sistem 

pengawasan yang melekat pada 

setiap fungsi manajemen artinya 

pada saat perencanaan, DPRD dan 

masyarakat sudah mulai 

menjalankan fungsi pengawasan 

itu. Meskipun kekuasaan 

membentuk Perda merupakan 

kekuasaan pemerintah daerah tetapi 

kekuasaan itu merupakan mandat 

dari rakyat. Sementara DPRD 

sebagai wakil rakyat belum optimal 

mengkoordinasikan dan 

menyalurkan hak-hak pengawasan 

masyarakat tersebut.  

Dengan adanya pengawasan 

berkesinambungan dapat 

memberikan umpan balik kepada 

Pemerintah Daerah. Keterlibatan 

masyarakat dalam pembentukan 

Perda Pajak Daerah ini sesuai 

dengan demokrasi langsung dan 

perwakilan. Sebab, kedaulatan di 

suatu negara demokrasi berada di 

tangan rakyat. Inilah yang disebut 

sebagai kedaulatan rakyat. Dalam 

hal ini Pemerintah Daerah 

menggunakan kekuasannya untuk 

tujuan lain yang tidak sesuai 

dengan harapan-harapan 

masyarakat dan diaktualisasikan 

dalam Perda Pajak Daerah. Secara 

tidak langsung adalah melalui 

perwakilannya di 

parlemen/legislatif.  

Lili Rasjidi mengatakan 

ketentuan hukum di bawahnya 

harus bersumber dari ketentuan 

yang lebih tinggi, ketentuan yang 

lebih rendah merupakan 

konkritisasi dari ketentuan yang 

lebih tinggi, dan tidak boleh 

bertentangan dengan ketentuan 

yang lebih tinggi. Upaya untuk 

mewujudkan pengawasan 

masyarakat dan DPRD terhadap 

Pemerintah Daerah, mendorong 

birokrasi pemerintahan yang baik 

dan khususnya ditekankan pada 

Pemerintah Daerah harus menjadi 

pemimpin yang berprinsip dan 

berpijak pada transparansi dan 

tanggung jawab melaksanakan 

kebijaksanaan dan program. 

Lanjutan, yaitu pelayanan hukum 

atas yang berkelanjutan, mengkuti 
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tindakan yang diperlukan dalam 

kerangka kepentingan publik.  

Adaptability, yaitu 

menyaratkan pejabat pemerintahan 

(DPRD dan Pemerintah Daerah) 

harus dapat mengubah spesifikasi 

pelayanan sesuai dengan 

perubahan-perubahan kepentingan 

publik. Arti pengawasan bagi 

DPRD dan Pemerintah Daerah 

bersama rakyat merupakan 

masukan untuk memberikan 

kontribusi dalam proses 

pembangunan daerah agar aktivitas 

pengelolaan daerah dapat mencapai 

tujuan dan sasaran secara efektif 

dan efisien sehingga masyarakat di 

daerah dapat merasakannya. 

Pengawasan berkesinambungan ini 

akan memberikan umpan balik 

(feed back) untuk perbaikan Perda 

dan termasuk pengelolaan 

pembangunan daerah, sehingga 

pelaksanaan otonomi daerah tidak 

keluar dari jalur-jalur yang telah 

ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan. Sedangkan 

pengawasan tertentu bersifat 

terbatas misalnya pengawasan 

triwulan atau tahunan. Kesetaraan 

pengguna, yaitu aspek umum 

ketatanegaraan mengenai prinsip 

persamaan dalam pelayanan publik 

atau prinsip persamaan di hadapan 

hukum (equality before the law).  

Pemerintah selain harus 

mengedepankan keinginan politik 

untuk menjaga tata kelola 

pemerintahannya selalu bersih, 

namun juga harus memperhatikan 

berbagai masukan dari masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas, 

wewenang, dan kewajiban 

Pemerintahan Daerah, 

penyelenggara pemerintahan pada 

akhirnya harus melaksanakan 

pelaksanaan kinerjanya dengan 

berprinsip pada rolland prinsip-

prinsip antara lain meliputi: 1. 

Parameter dalam pelaksanaan 

pengawasan adalah terorganisirnya 

administrasi pelaksanaan 

pengawasan yang teratur dan 

berkelanjutan. Pengawasan 

berkesinambungan ini dilakukan 

secara bersama-sama oleh 

masyarakat dan DPRD setiap hari 

tanpa batasan dan terus-menerus.  

Tujuan ini untuk 

menghindari terputusnya peraturan 

dari akar sosial. Anggota DPRD 

harus melaksanakan program 

pengawasan dengan metode 

pemantauan tidak terjadwal sesuai 

dengan kebutuhan yang 

berkembang dan masalah-masalah 

yang terjadi di masyarakat. 
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Landasan sosiologis menempatkan 

kajian terhadap realitas kehidupan 

meliputi aspirasi dan kebutuhan 

hukum masyarakat, kebiasaan dan 

nilai-nilai yang hidup dan 

berkembang berdasarkan rasa 

keadilan masyarakat. Berdasarkan 

uraian di atas bentuk pelaksanaan 

pengawasan yang ideal terhadap 

proses pembentukan Perda Pajak 

Daerah seharusnya dilakukan 

secara berkesinambungan dan 

pengawasan tertentu. Landasan 

sosiologis menegaskan perumusan 

norma-norma hukum ke dalam 

peraturan perundang-undangan 

harus mencerminkan kenyataan 

yang hidup di dalam masyarakat 

termasuk kecendrungan dan 

harapan-harapan masyarakat. 

Menidaklanjuti hasil pengawasan. 

Abstraksi nilai merupakan politik 

hukum untuk membentuk norma. 

Kecenderungan penolakan 

masyarakat terhadap peraturan 

setelah diundangkan merupakan 

cerminan bahwa peraturan 

perundang-undangan tersebut tidak 

memiliki akar sosial yang kuat. 

Dengan adanya landasan yuridis 

menjadi sangat penting untuk 

memberi arah peraturan yang 

dibentuk agar tidak terjadi 

perselisihan dengan peraturan 

perundang-undangan diatasnya. 

Pelaksanaan pengawasan DPRD 

yaitu melakukan pengawasan 

dalam bentuk harian, tidak 

terjadwal, triwulan dan tahunan. 

Proses penyusunan peraturan-

undangan tidak dapat dilakukan 

secara pragmatis atau bersifat 

reaktif dengan langsung menuju 

pada penyusunan pasal demi pasal 

tanpa kajian / penelitian mendalam. 

Model pengawasan tidak terjadwal 

ini sudah diterapkan namun tidak 

optimal dilakukan oleh DPRD 

misalnya melakukan pemantauan 

tidak terjadwal sesuai dengan 

kebutuhan yang berkembang dan 

masalah-masalah yang terjadi di 

masyarakat.  

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas 

disimpulkan sebagai berikut: Banyaknya 

Perda Tentang Pajak Daerah yang 

dibatalkan oleh Pemerintah Pusat di Sumut 

tidak terlepas dari kenyataan bahwa Perda 

yang sudah dibentuk langsung 

dilaksanakan oleh daerah tanpa 
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persetujuan terlebih dahulu dari 

pemerintah pusat, sehingga pengawasan 

terhadap Perda tersebut tidak dapat 

berjalan secara efektif. Pemerintah Daerah 

dan DPRD mengoordinasikan dengan 

memperbaiki bagian-bagian Perda yang 

dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dan 

menyetujuinya kembali atas Perda yang 

telah direvisi tersebut kepada Pemerintah 

Pusat. Pembentukan Perda di Sumut 

dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, penetapan atau 

pengesahan, pengundangan, dan 

penyebarluasan. Otonomi daerah seluas-

luasnya bukan berarti daerah bebas 

menentukan tanpa ada kontrol dari 

pemerintah pusat.  

Kemudian untuk menjaga 

independensi, Pembatalan Perda 

merupakan kewenangan lembaga yudisial 

bukan kewenangan eksekutif pusat kecuali 

untuk Raperda yang masih bersifat abstract 

review. Upaya-upaya yang dilakukan 

Pemerintah Daerah dan DPRD untuk 

meningkatkan kualitas pembentukan Perda 

Pajak Daerah di Sumut (provinsi, 

kabupaten/kota) adalah mewujudkannya 

dengan membuat beberapa kebijakan yang 

berpihak kepada masyarakat dan daerah itu 

sendiri. 
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